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serta Pendorong Terkait

Penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) mengancam
keberlanjutan perikanan global di wilayah hukum nasional dan laut lepas.* Negara-negara
berkembang memiliki risiko yang besar dari penangkapan ikan ilegal, dengan total tangkapan
yang diperkirakan di Afrika Barat menjadi 40 persen lebih tinggi dari tangkapan yang dilaporkan.
Tingkat eksploitasi semacam itu sangat menghambat pengelolaan ekosistem laut yang
berkelanjutan.?

Penangkapan ikan IUU tersebar luas,® dan kerugian global tahunan senilai US$10 miliar
hingga $23,5 miliar, mewakili 11 hingga 26 juta ton ikan.* Kerugian yang secara substansial
meningkat ketika dampak di seluruh rantai nilai ikan dipertimbangkan.®

Banyak aktivitas penangkapan ikan IUU saat ini berlangsung pada skala yang teratur dan
terorganisir di berbagai yurisdiksi.® Selain itu, contoh terburuk penangkapan ikan IUU
sering dihubungkan dengan kejahatan transnasional termasuk pelanggaran hak asasi
manusia, tenaga kerja terikat, pengelakan pajak, pembajakan, dan narkoba, senjata, dan
perdagangan manusia.” Kejahatan ini merupakan kerugian bersih bagi ekonomi negara dan
akan mengakibatkan hilangnya peluang ekonomi, lingkungan dan sosial, baik jangka pendek
maupun jangka panjang, dan dapat mengurangi ketahanan pangan.?

Penangkapan ikan IlUU merupakan faktor utama dalam beberapa masalah penting selain
perikanan berkelanjutan; dampaknya bukan sekadar penurunan pada ikan yang melimpah,
karena hal ini meluas lebih jauh ke dalam masalah yang lebih luas. Ketahanan ekonomi,
ketahanan pangan, pengurangan kesehatan (nutrisi), dan peraturan iklim (dari biomasa ikan)
semuanya menjadi perhatian.

Upaya di masa depan untuk meningkatkan atau memperluas produksi makanan dari laut
untuk memberi makan populasi yang terus berkembang akan menjadi kurang jelas tanpa
tindakan tegas lintas badan, pemerintah, dan batas-batas internasional. Kebutuhan untuk
mengamankan sumber daya yang berkurang dapat menyebabkan konflik. Keamanan dan tata
kelola domain maritim merupakan kunci strategi jangka panjang untuk memastikan produksi dan
sumber daya yang berkelanjutan.



Kebutuhan untuk memerangi penangkapan ikan IlUU semakin diakui oleh lembaga tingkat
tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerapkan resolusi pada perikanan berkelanjutan
yang mengacu pada kebutuhan untuk menangani penangkapan ikan I[UU dan pentingnya
kebijakan yang sudah tersedia untuk memberantasnya. Selain itu, Sasaran Pengembangan
Berkesinambungan (SDG) PBB mendesak, dengan SDG 14.4 dengan cepat mendekati batas
waktu 2020 namun tampaknya tidak mungkin diterapkan tepat waktu. Demikian pula, Konvensi
Keanekaragaman Hayati (CBD), yang telah kekurangan komitmen sebelumnya, telah menetapkan
target yang jelas untuk tahun 2020 terkait dengan panen berkelanjutan di antara banyak sasaran
CBD. G7 (Charlevoix Blueprint 2018) dan G20 (Deklarasi Osaka Leaders tahun 2019) mengenali
bahwa penangkapan ikan I[UU merupakan masalah serius yang harus ditangani. Pada 2019,

21 anggota Asia-Pacific Economic Cooperation menerapkan peta strategi untuk memerangi
penangkapan ikan lUU. Namun demikian, meskipun ada banyak pernyataan dan laporan
resmi serta beberapa traksi positif, masalah ini tetap menjadi ancaman besar bagi
perikanan, makanan dan keamanan sosial, dan ekosistem laut yang sehat.

Makalah ini, untuk mendukung Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan,’®
mengenali masalah dan tren dalam penangkapan ikan IUU. Hal ini menyoroti cara-cara

di mana hal ini berkontribusi pada penangkapan ikan yang berlebihan dan aspek-aspek
dampaknya di area pesisir, di Zona Ekonomi, dan di laut lepas di area yang melampaui
yurisdiksi nasional. Makalah ini mengidentifikasi pendorong utama penangkapan ikan IUU dan
menyarankan pendekatan, selain yang sedang dilakukan, diperlukan untuk mengatasi masalah
tersebut.

Pendorong utama penangkapan ikan IlUU meliputi faktor-faktor berikut:

|‘ Tata kelola lemah di tingkat nasional, regional, dan internasional menciptakan
&) patchwork regulatori yang memungkinkan penangkapan ikan IUU berkembang.

Insentif ekonomi mendorong penangkapan ikan IUU dan aktivitas terlarang lainnya
seperti tenaga kerja terikat. Singkatnya, penangkapan ikan IlUU merupakan aktivitas
berisiko tinggi dengan keuntungan tinggi.
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Hambatan penegakan menahan diri dari kurangnya sumber daya dan kesulitan logistik
dari pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang efektif atas wilayah laut yang
luas merusak upaya untuk menghentikan penangkapan ikan IUU.

Makalah ini mengidentifikasi tiga peluang tinggi dan tegas untuk tindakan, yang bersama-
sama menawarkan respons yang kuat namun dapat dicapai terhadap ancaman global
penangkapan ikan IUU sambil memastikan kesehatan laut, keanekaragaman hayati dan
ekonomi laut yang berkelanjutan. Tindakan ini melengkapi kebijakan yang ada dan secara
langsung menargetkan pendorong utama penangkapan ikan IUU. Tindakan transformasional ini
dapat disampaikan oleh pemerintah, bisnis, industri, sektor swasta, ilmuwan, dan masyarakat
sipil.

Peluang tingkat tinggi untuk tindakan meliputi kemungkinan berikut:

1. Mengadopsi transparansi global dalam perikanan. Kemajuan teknologi dalam metode
pelacakan—baik untuk melacak pergerakan kapal nelayan dan untuk melacak penangkapan
ikan melalui rantai nilai— menawarkan harapan baru untuk manajemen perikanan. Hal
ini, dipadukan dengan pemahaman publik yang lebih baik tentang kapal mana yang diberi
wewenang untuk pengiriman atau ikan, dan di mana, akan mendorong kepatuhan yang lebih
baik.



2. Melakukan pengawasan yang lebih ketat di pelabuhan. Semua negara bagian pelabuhan
harus mengesahkan dan menerapkan Perjanjian Pengukuran Negara Pelabuhan Organisasi
Makanan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PSMA) untuk menghentikan ikan IUU
yang masuk ke pasar. PSMA mewajibkan para pihak untuk menempatkan kontrol yang lebih
ketat pada kapal berbendera asing yang berusaha menggunakan pelabuhan mereka untuk
mendeteksi dan mencegah perdagangan produk [UU.

3. Meningkatkan kolaborasi. Karena penangkapan ikan IUU tidak menghormati batas-batas
politik, kolaborasi regional antar negara sangatlah penting. Kolaborasi antara departemen
pemerintah dan pemerintah, serta di antara bisnis dan lembaga keuangan, lembaga ilmiah,
dan sektor sipil akan menghasilkan solusi baru, memaksimalkan dampak, dan menurunkan
biaya.

Selain peluang tindakan tingkat tinggi, makalah ini menyajikan serangkaian tindakan
terperinci yang dapat diambil oleh berbagai pelaku. Jika memungkinkan, kolaborasi di antara
berbagai pelaku didorong untuk memaksimalkan efek dan rasionalisasi biaya. Di bawah peluang
untuk pelaku tertentu, makalah ini menawarkan saran-saran berikut, antara lain (lihat
Tabel 1).




Tabel 1. Peluang untuk pelaku tertentu

UNTUK PEMERINTAH:

1. Menangani ketidaksesuaian peraturan organisasi manajemen perikanan regional melalui
forum/mekanisme internasional, seperti Majelis Umum PBB.

2. Negara bendera harus memberikan kontrol yang memadai terhadap daftar kapal, termasuk
memastikan bahwa manajemen daftar berada dalam status bendera (dan tidak dipegang
oleh perusahaan swasta eksternal).

3. Negara bagian pesisir harus memastikan bahwa peraturan tenaga kerja cukup untuk
memfasilitasi identifikasi dan penyelidikan tenaga kerja paksa, penyalahgunaan tenaga kerja,
dan kasus perdagangan manusia yang terdeteksi di kapal penangkap ikan. Peraturan juga
harus cukup untuk memungkinkan penuntutan dan hukuman yang sah terhadap pelaku
kejahatan ini. Perjanjian Cape Town dan Pekerjaan Organisasi Buruh Internasional dalam
Konvensi Perikanan harus diratifikasi dan diadopsi.

4. Negara bagian pelabuhan harus mengesahkan dan menerapkan PSMA.

5. Negara-negara pasar harus mengadopsi peraturan yang serupa dengan peraturan
penangkapan ikan [UU Uni Eropa.

UNTUK SEKTOR SWASTA:

1. Membuat transparansi perikanan dan kondisi keterlacakan kontrak.

2. Memastikan keakuratan informasi kepemilikan untuk menghindari penggunaan
perusahaan bayangan.

3. Beaware not to deal with flag states that fall short of their duties under the UN Convention
on the Law of the Sea.

4. Berhati-hatilah untuk tidak berurusan dengan negara-negara bendera yang tidak memenuhi
kewajibannya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

5.  Memberikan jaminan kepada konsumen tentang keterlacakan dan kualitas produk ikan
(misalnya memberikan informasi tersebut pada kemasan).

UNTUK ILMU PENGETAHUAN:

1. Memberikan penilaian terbaik untuk stok ikan secara global.

2. Memberikan informasi tentang perubahan perilaku ikan/pola migrasi yang disebabkan oleh
perubahan iklim.

3. Teknologi terdepan untuk alat memancing berkelanjutan.

4. Meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan perikanan untuk mendidik konsumen
guna memilih produk ikan dengan jaminan keterlacakan.

Makalah ini menjelaskan bahwa solusi harus bersifat spesifik. Sering kali, solusi yang baik
untuk satu area mungkin tidak relevan bagi yang lain. Makalah ini mendorong semua pembaca
untuk mempertimbangkan berbagai tindakan potensial yang, baik yang dilakukan secara lokal,
nasional, regional, maupun internasional, akan berdampak pada nelayan IUU.



The High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy

Established in September 2018, the High Level Panel for a Sustainable Ocean
Economy (HLP) is a unique initiative of 14 serving heads of government committed
to catalysing bold, pragmatic solutions for ocean health and wealth that support
the Sustainable Development Goals (SDGs) and build a better future for people
and the planet. The Panel consists of the heads of government from Australia, Can-
ada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Nor-
way, Palau, and Portugal, and is supported by an Expert Group, Advisory Network,
and Secretariat that assist with analytical work, communications and stakeholder

engagement. The Secretariat is based at World Resources Institute.

The report that this brief summarises was prepared in support of the work of the
HLP. The arguments, findings, and recommendations made in the report represent
the views of the authors only. The Blue Paper is an independent input to the HLP

process and does not represent the thinking of the HLP, Sherpas or Secretariat.

For more information, including the full report, visit www.oceanpanel.org
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